
MK Putus Gugatan UU Perpajakan
Jakarta, 14 Juni 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan alas Perigonen
UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah bebeepa kali
diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fengganti Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Urnum dan Tata Care Perpajakan Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Palak pada Rabu (1416) puku1 0800 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara
271PUU-XW2017 ini dialukan o1eh Cueca. warga negara pembayar palak yang berpctensi mengalami kerugian
konstitusionalterkait haknya dalam penunjukan kuasa hukum yang bebas dan mendiri dalam me Iaksanakan kuasa
Pemohon sesuai dengan peraturan perpajakan

SIdang pengucapan putusan ini merupakan agenda kedua setelah dalam agenda pendahuluan Pemohon tidak
hadir dalam sidang Hakim Konstitusi Saldilsra yang meinimpin persidangan pendahuluan menyatakan SIdang
ditutup hanya bebe rapa saat setelah me inbuka persidangan yang telah in undur dua puluh menit dan jadwal untuk
menunggu kehadiran Pemohon

Dalam permohonannya. Pemohon me in persoalkan pasal-pasal sebagai berikut

Pusa1 32 ayat (3a) UU 1612009
'Persyaratan seto pelaksanaan hak dan kewaj, ban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialur
dengan amu heldasarkan peraturan Meritert Kouangan. "

Pasa1 34 ayat(2c) UU ,4/2002
"Untukmenjadikuasa hukum hams dipenuhisyarat-syarat sebagaibenkut
,

b

c. persyaratan lain yang diretapkan Dieh Meriteri. "

Pemohon menilai ketentuan a quo dapat rawan atau berootensiterjadi konflik kepentingan Menurut Pemohon.
Kuasa Wailb Palak haruslah berdiri bebasilndependent daiam meIaksanakan kuasa demi mejindungi hak dan
kepentingan pemberi kuasa. terhadap PIhak inariapun termasuk pemerintah dalam hallni Meriteri Keuangan cq
Direktorat Jenderal Palak sebagai pelaksana tugas penerima/pemungutan palak

,

~...
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Sementara berdasarkan UU a quo Meriteri Keuangan memillki kewenangan inutlak/absolut untuk menentukan
segala sesuatu yang bechubungan dengan persyaratan sena pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk
meIaksanakan kedaulatan Pemohon/wailb palak. Padahal dalam Pengadilan Palak hanya ada dua pihak yang
berperkara yaitu wajib palak atau kuasanya dan instansi pemerintah yaitu Meriteri Keuangan cq Dinen Palak
Sehingga menurut Pemohon, Meriteri Keuangan dengan kewenangannya berpotensi sewaktu-waktu mengubah.
mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan sena pelaksanaan hak dan kewajiban
kuasa untuk Iujuan mengintervensi kuasa hukum yang ditunjuk Dieh Pemohon/wallb palak

01eh karenanya. dalam petitumnya para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyalakan pasa1 32 ayat (3a)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasa1 34 ayet (2c) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Palak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945
dan lidak me millki kekuatan hukum mengikat. (Nina)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah salu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibenluk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi beMenang mengadili pada tingkal pertaina dan terakhir yang putusannya beribt final untuk mengulI undang-
undang Ierhadap Undang-Undang Dasar, me inutus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-
Undang Dasar, memorus pembubaran partai pontik, dan meinutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum, sena wailb memberIkan
putusan atas pendapat Dewan Peruakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden dan/areu Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar
Untuk Informasilebih lainut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman
WWW. inahkamahk. nstitusi. old


